
Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 0235/Pdt.G/2020/PA.Mto

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Muara  Tebo  yang  memeriksa  dan  mengadili

perkara  tertentu  pada  tingkat  pertama  dalam  sidang  Majelis  telah

menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Zuldefi Bin Rusdi, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP,

pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Pattimura, RT

04, RW 06, Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo

Bujang,  Kabupaten  Tebo,  Provinsi  Jambi;,  sebagai

Pemohon;

melawan

Jusnawati  Binti  Nurdin,  umur 39 tahun,  agama Islam, pendidikan

SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal

di  Jl.  Pattimura,  Kelurahan  Wirotho  Agung,  Kecamatan

Rimbo Bujang, Provinsi Jambi;, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang,  bahwa  Pemohon dengan  surat  permohonannya

tertanggal  18 Juni 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Agama  Muara  Tebo  dengan  register  perkara  Nomor

0235/Pdt.G/2020/PA.Mto, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Adapun duduk permasalahannya adalah sebagai berikut:
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1.  Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami

istri yang sah menikah pada Hari Sabtu, Tanggal 15 Februari 2003,

dihadapan  Pejabat  Pencatat  Nikah  Kantor  Urusan  Agama (KUA),

Kecamatan  Rimbo  Bujang,  Kabupaten  Tebo,  Provinsi  Jambi,

sebagaimana  bukti  berupa  Buku  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor:

0100/39/II/2003, tanggal 22 Juli 2010;    

2.  Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Jejaka,

sedangkan Termohon berstatus Perawan;  

3.  Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup

bersama membina Rumah Tangga sebagai pasangan suami-istri di

rumah sendiri Pemohon dengan bertempat tinggal di Jl. Pattimura,

RT  04,  RW  06,  Kelurahan  Wirotho  Agung,  Kecamatan  Rimbo

Bujang, selama ± 9 Tahun sampai akhirnya berpisah;  

4.  Bahwa Pemohon dan Termohon sebelumnya belum pernah

Bercerai;  

5.  Bahwa  dari  pernikahan  tersebut  Pemohon  dan  Termohon

dikaruniai 2 orang anak yang bernama : 

-  Briyan  Adam  Perdana  Bin  Zuldefi,  berumur  16  tahun

(Bersama dengan Pemohon);  

-  Aisyah  Binti  Zuldefi,  berumur  9  tahun  (Bersama  dengan

Termohon);  

6.  Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon bersama Termohon

semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak sekitarakhir tahun

2015 kerukunan dan keharmonisan tersebut mulai tidak didapati lagi

disebabkan:   

-  Termohon memiliki laki-laki idaman lain dan telah mengaku;  

-  Termohon sering pulang terlambat;  

-  Termohon  bersifat  keras  kepala  dan  tidak  mau dinasehati

oleh Pemohon;  

7.  Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon

terjadi pada sekitar bulan Oktober 2017, pada saat itu Termohon dan
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Pemohon bertengkar karena sudah tidak menjalin komunikasi yang

baik  lagi  lalu  Termohon  pergi  membawa  anak  kedua  dan

meninggalkan  Pemohon  sampai  saat  ini.  Sejak  saat  itu  antara

Pemohon  dengan  Termohon  berpisah  tempat  tinggal  dan  tidak

pernah menjalankan tugas serta kewajiban sebagaimana layaknya

suami isteri;  

8.  Bahwa  Pemohon  sudah  tidak  lagi  memiliki  harapan  akan

dapat membina rumah tangga yang baik bersama Termohon dimasa

yang akan datang;  

Bahwa  berdasarkan  dalil-dalil  tersebut  di  atas,  Pemohon  mohon

kepada  Ketua  Pengadilan  Agama Muara  Tebo  cq.  Majelis  Hakim untuk

memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan

sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap

Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Tebo; 

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

4. Jika  Majelis  Hakim  berpendapat  lain  mohon  putusan  yang  seadil-

adilnya; 

Bahwa  pada  hari  sidang  yang  telah  ditetapkan  Pemohon  telah

menghadap  sendiri  ke  muka  sidang,  sedangkan  Termohon  tidak

menghadap  dan  tidak  menyuruh  orang  lain  untuk  menghadap  sebagai

Wakil/Kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut

yang  relaas  panggilannya  dibacakan  di  dalam sidang,  sedangkan  tidak

ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan

karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan namun

Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat

kepada  Pemohon agar  mengurungkan  keinginannya  untuk  bercerai  dan

mencoba kembali  membina rumah tangga yang  sakinah, mawaddah wa
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
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rahmah namun tidak berhasil dan Pemohon tetap ingin melanjutkan proses

persidangan;

Bahwa  sselanjutnya  pemeriksaan  perkara  ini  dilanjutkan  secara

litigasi diawali dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi

pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa,  terhadap  permohonan  Pemohon,  Termohon  tidak  dapat

didengar jawabannya karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah

mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I.

Bukti Surat 

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1509041010790008

tanggal 14-05-2019, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang

oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok,

diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor  0100/39/II/2003 Tanggal

15 Februari 2003 atas nama Pemohon dan Termohon yang dicatat

dan  dikeluarkan  oleh  Pegawai  Pencatat  Nikah   Kantor  Urusan

Agama (KUA), Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Provinsi

Jambi, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua

Majelis  telah  dicocokkan  dengan  aslinya  ternyata  cocok,  diberi

tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;

II. Bukti Saksi

1. Juli  fardi  bin  Rusdi,  umur  37  tahun,  agama  Islam,

pendidikan SMP, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Jl. Pattimura

Rt. 04 Rw. 06 Kelurahan Wirotho Agunfg Kecamatan Rimbo Bujang

Kabupaten Tebo,  telah memberikan keterangan di bawah sumpah

sebagai berikut:

- Bahwa  Saksi  kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Adik

kandung Pemohon,  sedangkan Termohon adalah istri  Pemohon

yang saksi kenal sejak ia menikah dengan Pemohon;
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah  menikah  Pemohon dengan  Termohon  tinggal  di

rumah kontrakan sekitar 7 tahun lalu membangun rumah sendiri

masih di Kecamatan Rimbo Bujang;

- Bahwa  selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon

telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah

dikaruniai 2 orang anak yang mana anak pertama dalam asuhan

Pemohon dan anak kedua dalam asuhan Termohon; 

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun-

rukun  saja  selama  12  tahun  namun  setelah  itu  dalam  rumah

tangga  Pemohon  dengan  Termohon  terus  menerus  terjadi

perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa  penyebab  perselisihan  dan  pertengkaran  dalam  rumah

tangga  Pemohon  dan  Termohon  yaitu  masalah  ekonomi  yang

mana Termohon selalu merasa kurang terhadap nafkah yang telah

diberikan Pemohon hal itu terjadi karena Termohon memiliki gaya

hidup yang tinggi  sehingga menuntut  lebih  dari  apa yang telah

diberikan oleh  Pemohon dan Saksi  menilai  bahwa usaha serta

hasil  usaha  yang  diberikan  oleh  Pemohon  kepada  Termohon

sudah sangat wajar dan mencukupi sebagai tanggung jawabnya

terhadap  keluarga.  Selain  itu,  penyebab  pertengkaran  terjadi

karena Termohon ketahuan selingkuh dengan pria lain;

- Bahwa  Saksi  mengetahui  penyebab  perselisihan  dan

pertengkaran tersebut karena saksi sering mendengar cerita dari

tetangga-tetangga  dan  diklarifikasi  kepada  Pemohon  pun  tidak

menjelaskan detail hanya saja mendengar bahwa Pemohon tidak

terima dengan perselingkuhan yang dilakukan Termohon;

- Bahwa  setelah  pertengkaran  pada  bulan  Oktober  2017

disebabkan  Termohon  ketahuan  selingkuh,  Termohon  pergi

meninggalkan  kediaman  bersama,  tidak  pernah  kembali  lagi

bersama Pemohon dan  sampai  saat  ini  mereka  telah  berpisah
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hamper 3 tahun lamanya dan selama berpisah antara Pemohon

dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik;

- Bahwa saat ini Pemohon tetap tinggal rumah kediaman bersama

dan Termohon tinggal berdua di Kabupaten Dharmasraya rumah

kontrakan bersama anak keduanya;

- Bahwa  upaya  untuk  merukunkan  Pemohon  dengan  Termohon

pernah  dilakukan  namun  Termohon  terlanjur  malu  Karena

perbuatannya  dan  meminta  pindah  rumah  kepada  Pemohon.

Pemohon menolak  permintaan  Termohon  karena  sudah  sangat

kecewa dengan  perbuatannya  sehingga  tidak  memiliki  harapan

lagi untuk membina rumah tangga bersama Termohon;

2. H. Antoni Arianto bin Dapri, umur 42 tahun, agama Islam,

pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Rt. 002

Rw.  007  Kelurahan  Wirotho  Agung  Kecamatan  Rimbo  BUjang

Kabupaten Tebo,  di  bawah sumpah memberikan keterangan yang

pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman

Pemohon, sedangkan Termohon adalah istri Pemohon yang saksi

kenal sejak ia menikah dengan Pemohon;

- Bahwa setelah  menikah  Pemohon dengan  Termohon  tinggal  di

rumah kontrakan lalu pindah ke rumah kediaman sendiri sampai

sekarang;

- Bahwa  selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon

telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah

dikaruniai  2  orang anak.  Anak pertama bersama Pemohon dan

anak kedua bersama Termohon; 

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun-

rukun  saja,  namun  sejak  tahun  2015  rumah  tangga  Pemohon

dengan  Termohon  terus  menerus  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran;
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- Bahwa  penyebab  perselisihan  dan  pertengkaran  dalam  rumah

tangga  Pemohon  dan  Termohon  yaitu  masalah  ekonomi.

Termohon selalu menuntut lebih atas nafkah yang diberikan oleh

Pemohon dan meminta pindah rumah sehingga Pemohon pernah

meminta  pendapat  kepada  Saksi  karena  sebenarnya  Pemohon

keberatan jika harus pindah rumah;

- Bahwa  Saksi  mengetahui  penyebab  perselisihan  dan

pertengkaran tersebut dari cerita orang-orang sekitar (selingkuh)

dan khusus masalah ekonomi mendengar langsung dari curhatan

Pemohon;

- Bahwa  setelah  pertengkaran  pada  bulan  Oktober  2017

disebabkan  Termohon  mengakui  perselingkuhannya,  Termohon

pergi meninggalkan kediaman bersama, tidak pernah kembali lagi

bersama Pemohon dan  sampai  saat  ini  mereka  telah  berpisah

hamper 3 tahun lamanya dan selama berpisah antara Pemohon

dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi;

- Bahwa  saat  ini  Pemohon  bersama  anak  keduanya  tinggal  di

Kabupaten  Dharmasraya  dan  Termohon  tetap  tinggal  di  rumah

kediaman bersama;

- Bahwa  upaya  untuk  merukunkan  Pemohon  dengan  Termohon

pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak

berhasil;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi

dan telah mencukupkan bukti-buktinya sedangkan Termohon tidak pernah

hadir di persidangan sehingga tidak menggunakan hak-haknya;

Bahwa  Pemohon telah  menyampaikan  kesimpulannya secara  lisan

yang pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum

dalam  surat  permohonan  Pemohon  dan  mohon  putusan  dengan

mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa  untuk  mempersingkat  uraian  putusan  ini  cukup  ditunjuk

kepada hal-hal  sebagaimana yang tercantum dalam berita  acara sidang
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perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan

putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah

sebagaimana terurai diatas; 

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  bukti  P.2,  maka  harus  dinyatakan

telah terbukti  menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat

dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 15 Februari 2003.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat

sebagai  suami  istri  yang  sah,  maka  Pemohon sebagai  persona  standi  in

judicio memiliki  legal standing sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai

pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang,  bahwa  atas  pengakuan  Pemohon  dalam  surat

permohonannya bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah

melakukan  perkawinan  secara  islami,  maka  perkara  ini  merupakan

kompetensi  absolut  Pengadilan  Agama  untuk  memeriksa  dan

menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor

7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai  mana yang telah diubah

yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009); 

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Pemohon bertempat tinggal

wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Tebo, maka perkara ini secara

relatif  juga  merupakan  kompetensi  Pengadilan  Agama  Muara  Tebo  untuk

memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989  Tentang

Peradilan  Agama  sebagai  mana  yang  telah  diubah  yang  kedua  dengan

Undang  Undang  Nomor  50  Tahun  2009  jo  Pasal  132  Kompilasi  Hukum

Islam) ; 

Menimbang,  bahwa  Majelis  telah  berupaya  mendamaikan  pihak

Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sebagaimana dikehendaki

oleh ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun
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1989  Tentang  Peradilan  Agama  sebagaimana  yang  telah  diubah  terakhir

dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang

Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  jo  Pasal  31  ayat  (2)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 143 Kompilasi

Hukum Islam, tetapi tidak berhasil ; 

Menimbang,  bahwa  ternyata  Termohon  meskipun  dipanggil  secara

resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan ternyata tidak

datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu,

Termohon  harus  dinyatakan  tidak  hadir  dan  permohonan  tersebut  harus

diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg

dan dalil syar'i : 

Artinya :  “  Seseorang yang dipanggil  Hakim (Pengadilan)  tidak  datang,  ia

dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul

Qur-an II : 405) ;

Menimbang,  bahwa  dalam  perkara  ini  Majelis  tidak  menempuh

prosedur mediasi karena salah satu pihak (Termohon) tidak hadir sehingga

tidak  dapat  dilakukan  perundingan,  dimana  Pasal  1  ayat  (1)  Peraturan

Mahkamah Agung R.I.  Nomor  1 Tahun 2016 tentang Prosedur  Mediasi  di

Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa

melalui  proses  perundingan  untuk  memperoleh  kesepakatan  para  pihak

dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua

belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah

Agung  RI  Nomor  3  Tahun  2015  huruf  C  angka  3  yaitu  putusan  yang

dijatuhkan  tanpa  hadirnya  Termohon  dapat  dikabulkan  sepanjang

berdasarkan  hukum  dan  beralasan,  oleh  karena  itu  Majelis  membebani
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Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang,  bahwa  untuk  membuktikan  dalil-dalil  permohonannya,

Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang,  bahwa  saksi  1  Pemohon,  sudah  dewasa  dan  sudah

bersumpah,  sehingga  memenuhi  syarat  formal  sebagaimana  diatur  dalam

Pasal 172 ayat 2 R.bg;

Menimbang,  bahwa  keterangan  saksi  1  Pemohon  mengenai  dalil

permohonan angka 5, 6, dan 7, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan

dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan

saksi  tersebut  telah  memenuhi  syarat  materiil  sebagaimana  telah  diatur

dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan

pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang,  bahwa  saksi  2  Pemohon,  sudah  dewasa  dan  sudah

bersumpah,  sehingga  memenuhi  syarat  formal  sebagaimana  diatur  dalam

Pasal 172 ayat 2 R.bg;

Menimbang,  bahwa  keterangan  saksi  2  Pemohon  mengenai  dalil

permohonan angka 5, 6, dan 7, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan

dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan

saksi  tersebut  telah  memenuhi  syarat  materiil  sebagaimana  telah  diatur

dalam Pasal 308 (2) RBg, 309 RBg dan 368 (1) RBg, sehingga keterangan

saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat

bukti;

Menimbang,  bahwa  keterangan  saksi  1  dan  saksi  2  Pemohon

bersesuaian  dan  cocok  antara  satu  dengan  yang  lain  oleh  karena  itu

keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 283 R.Bg;

Menimbang,  bahwa berdasarkan saksi  1  dan saksi  2,  terbukti  fakta

kejadian sebagai berikut;

1. Antara  Pemohon dan Termohon terus  menerus  terjadi  perselisihan dan

percekcokan disebabkan Termohon yang menuntut lebih terhadap nafkah
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yang diberikan Pemohon dan Termohon ketahuan selingkuh dengan pria

lain. Hal tersebut telah diakui Termohon; 

2. Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama hampir 3 tahun;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  tersebut  di  atas  dapat

disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama hampir

3 tahun;

2. Bahwa antara  Pemohon dan Termohon  tidak  ada harapan hidup rukun

kembali;

Menimbang,  bahwa  fakta  hukum  tersebut  telah  memenuhi  norma

hukum islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 251;

Artinya  :  “Apa  bila  suami  meninggalkan  istrinya  tanpa  alasan  yang  bisa

diterima selama satu tahun atau lebih, sang istri boleh mengajukan

tuntutan cerai  kepada hakim dengan talak bain jika dia  merasa

dirugikan,  walaupun  sang  suami  memiliki  harta  yang  dapat

dijadikan nafkah untuk istrinya”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal

39 ayat  2  Undang-undang Nomor  1  tahun 1974 Tentang Perkawinan dan

Pasal  19  huruf  (f)  Peraturan  Pemerintah  Nomor   9   Tahun  1975  tentang

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo.

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan

dengan memberi  izin  kepada Pemohon untuk  menjatuhkan talak satu  raj’i

terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Tebo;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,
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maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor

50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat  semua pasal  dalam peraturan  perundang-undangan  dan

hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini; 

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut 

untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

3. Memberi ijin kepada Pemohon (Zuldefi bin Rusdi) untuk menjatuhkan 

talak satu raj’i terhadap Termohon (Jusnawati binti Nurdin) di depan 

sidang Pengadilan Agama Muara Tebo;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara 

sejumlah Rp. 536.000 (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan

Agama Muara Tebo pada hari Senin tanggal  6 Juli 2020 Masehi bertepatan

dengan  tanggal  15  Dzulqaidah  1441  Hijriah  oleh  M.  Rifai,  S.H.I.,  M.H.I.

sebagai Ketua Majelis,  Leni Setriani, S.Sy dan Andi Asyraf, S.Sy, masing-

masing sebagai  Hakim Anggota,  putusan tersebut diucapkan pada hari  itu

juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dibantu Hakim

Anggota  tersebut,  dan  didampingi  oleh  Widarli,  S.Ag sebagai  Panitera

Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis, 

 

M. RIFAI, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota I, Hakim Anggota II,
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LENI SETRIANI, S.Sy ANDI ASYRAF, S.Sy

Panitera Pengganti,

 

WIDARLI, S.Ag

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp.   30.000,-

2. Biaya  ATK
Perkara

: Rp.   50.000,-

3. Biaya Panggilan : Rp.  420.000,-

4. Biaya Redaksi : Rp.   10.000,-

5. Biaya PNBP
6. Biaya Meterai

:

:

Rp.   20.000,-

Rp.    6.000,-

JUMLAH : Rp.  536.000,-

(lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
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